
a. bahwa dalam rangka mernperlancar da.n meningkatkan 
muru pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara 
berdayaguna clan bcrhasilguna dengan mcngutamakan 
upaya penyembuhan, pernulihan yang dilakukan secara 
serasi, terpadu dengan upaya peningkatan clan 
pencegahan serta mclaksanakan upaya rujukan, pcrlu 
ditetapkan Pola Tata Ketola Rumah Sakit Umum Daerah 

Konawc Selata.n; 

b. bahwa salah satu syarat adrninistratif untuk 
melaksanakan kcgiatan pelayanan kesehatan se suai 

dengan standar pelayanan kesehatan minimal dan 

penetapan status pola pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Umum Daerah Konawe Selatan adalah 

Peraturan Internal Rurnah Sa.kit Umum Daerah Konawe 
Sela tan; 

c. bahwa untuk rnaksud tersebut pada huruf a dan huruf 

b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe 
Selatan tentang Tata Kelola Rurnah Sakit Umum Daerah 
Konawe Selatan. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcnt.ang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotismc; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KONAWE SELATAN 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 

TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KONAWE SELATAN 

TAHUN 2016 IS NOMOR: 

PROVINSISULAWESITENGARA 

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN 

BUPATI KONAWE SELATAN 



'.(c;LQS .ronrojj ersauopuj )!tJqnd<>c1 

,ue:;!;iN uB.1aqm;}'] unqeq me:1, 'cs r .rotuoN 600('.: unqsj, 
uis;iuopu1 )jl[qndo~ eJe'a:JN ur.Jt!C\UI~i--1) lPiBS qewnc1 

'allt?1UJ1 600('.; unqtaJ, t,t, JOUJON ~u-eptr[l -2m~pUf1 ·g 

'.(£90S JOWON B!S<lUOPUI 

:i!f(j!1dJc1 e.rniSON uareq lU;}'] trau eqwer 't,t, I JOWON 6000 

unqaj, BlS:lUOpUf :l{!Iqnd;;,<J P.IUl'JJN traraquroq] lll3ll3lF)S;))I 

lJUB:)ll.)) 6000 U!1lJB.L 9£ JOWON iluepuo - Z:u-epun "L 

'.(8£tv .IOUION BfS::ll!OpUJ :>mqnd:'l~ B.reil:;iN trereqw:Y} 

ueqeqwu,1, '91:;T JOlllON t,OOC: unqaj, msouopuj 
)!t1qndoc1 B1ei.iN u-e1-eqm:ic!) q,u::rna 1.p:nuµom:;id 

uep r£1SJ1d 4e:iup:;iUJ;)d -SJJ3lUB trel'itrun::>)f ue~m~qwu;)d 

~UP,'JU.:>1 l?OOZ: unt~J. ££ .lOUION ~trepun-li:trnpun ·g 
'.tre.l;;ll)J.Op<l)l 

)j_;;)T)jEJ.d ~llt,'lUJl t,QQ('.: Ul1ql?J. 6[ .!?WON 'atrepU[1-~U13ptr(1 'S 
'.(6SSJ;, JOWON e,s;;,uopu1 

'lfljqnd;;ic1 eJuj,faN uerequro-i uaqequrej, 'rs .IOUION 

j,QQZ, unqn]. ta!S;)ttopuj )j_ljqnd:;i~ B.teiJ;iN Ue.reqm;:11) 

uul'iu-epun-fltrepuruod ue.1nre1;.,d m:r:;n1u;)qtuod 
'amnu;n v000 Ul1ljt!j, Q[ .tOlUON lJtrnpun-8u1:1pU(l 'j;, 

'.(SS£t, JOUJON msauopur }!!lqnd;;ic1 B11:1S;;iN 

uarsquro-r treqequraj, 's JOWON t;QOl unt[BJ, 1:11sauopu1 

)!l(q nd~~ iue8;;,N u1ueqw;)1J u.1u:il;:;r,; unareqcpuoq.raj 

:8Ut!lU.'.l) t,000 llnlfBJ, ! .IOUION auupun-~trnpUfl £ 
:(ggz;t, .lOlUON B!SOl!OpUJ }jljqnd.Jc! 

u.rn)l';;iN ue.1eqw:;i1 u·e1.reqw·e.1, 'Lt, JOUJON £OOZ: un tfBJ, 

e:isouopur )fl[qnd:ic1 e.re}faN ue;-eqm;}']) eni2;iN ueauun;i)l 



' ·' 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
13. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD); 
14. Peraturan Pcmerlntah Nomor 71 Tahun 2010 tent.ang 

Standar Akuntansi Pemerintahan; 

Tambahan Tahun 2005 Nomor 150, 

Standar 
Republik 

Penyusunan dan Pen era pan 
Minimal (Lembaran Negara 

Pedoman 
Pelayanan 
Indonesia 

9. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Rcpub!ik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), 

sebagairnana tclah diubah bcbcrapa kali ierakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ientang 
Penetapan Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 
Nornor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indcneeia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tcntang 
Kewen angan Pernerintah dan Kewenangan Provinsi 

sebagai Daerah Otonom (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia t.ahun 2000 Nornor 54, Tambahan Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 rcntang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan 
Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 

12. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tcntang 
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15. Peraturan Pcrnerintah Nomor 23 Tahun 2005 rcntang 
Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
scbgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layarian Umum 
(Lernbaran Negara Pepublik fndonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4570); · 

16. Peraturan Mcnteri Keuangan Nornor 07 /PM(,:.02/2006 
tentang Persyaratan Adrninistratif Dalarn Rangka 
Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi 
Perncrintah Unt uk Mcncrapkan Pola Pengclolaan 

Keuangan Badan Layanan Urnum; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 08/PMJ.:.02/2006 
tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa Pada 
Badan Layanan Umum; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 
tentang Pernbentukan Dewan Pengawas Pada Badan 
Layanan Umum; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 
tentang Pedoman Penetapan Rernunerasi Bagi Pejabat 
Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan 
Layanan Umum; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Pencrapan, 
Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Sert.a 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan 

Um um; 
21. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nornor ::,9 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri 
tentang Pedornan Pcngelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menleri Dalarn Ncgeri Nomor 61 Tahun 2007 
Pedoman Teknis Pengelotaan Keuangan Sadan Layanari 

Umum Daerah; 

•• 



Dalam Peraturan pola tata kelola Rumah Sakit ini yang dirnaksud dengan: 

l. Daerah adalah kabupaten konawe selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan perangkat daerah kabupaten konawe selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan. 
4. DPRD adalah dewan perwakilan rakyat konawe selatan 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan. 

6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

MEMUTUSKAN : 

Menetapk:an : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG POLA 

TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KONAWE 

SELA TAN 

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 
Yang Wajib Dilaksanakan Daerah; 

26. Keputusan Menteri Kesehatan Nornor 
772/Mcnkcs/SK/VI/2002 tentang Pedornan Pcrut uran 

Internal Rumah Sakic (Hospital Bylaws); 

27. Keputusan Mcnteri Pendayaguriaan Apararur Negara 

Nornor 28 Tahun 2004 tent.ang Akuntabilitas Pclayanan 

Publik; 

28. Kepurusan Mcnteri Kesehatan Nomor 
631/Menkes/SK/JV/2005 teniang Pedoman Peraruran 
Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah 
Sakil. 

Pedoman ten tang 
Nornor Keschatan 25. Keputusan Menj eri 

228/MenKes/SK/111/2002 

tentang klasifikasi dan pcrijinan Rumah Sakit; 

24. Keputusan Ment.eri Negara Lingkungan Hidup Nornor I 7 

Tahun 2001 tentang kegiatan wajib AM DAL; 

23. Peraturan Merueri Kesehatan Nornor 56 Tahun 2014 

•• 
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7. Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selacan yang selanjurnya disingkat 
RSUD Konawe Selatan adalah RSUD Konawc Sclatan 

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan. 
9. RSUD konawc sclatan adalah Rumah Sakic Umum milik Perncrintah 

Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang melaksanaka.n pota keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah 

10. Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat. BLUD adalah satuan 

kerja perangkat daerah atau unit kerja satuan kerja perangkat daerah 
dilingkungan pernerintah daerah yang dibentuk untuk mernberi 
pelayanan kepada masyarakat berupa menyediakan barang dan jasa 
tanpa mengutamakan mencari keuritungan dan dalarn rnelakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien, efektif, dan produktititas. 

11. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah aturan dasar yang mengarur tata 
cara pcnyclcnggaraan rumah sakit oleh Pemi.lik dan Dircktur yang 

ditetapkan oleh Pemilik dan ditandatangani oleh Pemilik. 
12. Pola Pengclolaan keuangan BLUD yang sclanjutnya disingkat PPK-BLUD 

adalah pola kcuangan yang mernberikan [leksibilitas berupa kcleluasaan 
untuk menerapkan praktek praktek bisnis yang sehat untuk 
meriingkatkan pelayanan kepada rnasyarakat dalam rangka mernajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada 

urnumnya. 
13. Kepala RSUD konawe selatan yang selanjutnya discbut Direktur adalah 

Direktur RSUD konawe selatan. 
14. Komite Rumah Sakit adalah Kelompok Mcdik, Tenaga Keperawatan, serta 

Profcsi Kesehatan lainnya yang keanggotaannya dipilih dari anggota 
Kelompok .Jabaran Fungsional yang mclaksanakan Kegiatan sesuai 
profesinya. 

15. Satuan Pengawas Internal (SP!) adalah kelompok Fungsional yang 
bertugas melaksan.akan pengawasan terhadap pengelolaan Sumber daya 
Rumah Sakit. 

16. Kelompok .Iabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai yang diberi 
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang bcrwenang 
untuk melak sanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam 
rangka mendukung kelancaran tugas pemerinrahan. 

17. Pernilik RSUD konawe selatan adalah Perncrintah Kabupaten Konawe 
Selatan. 

'. 
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melaksanakan pelayanan medik sesuai dengan profesi dan keahliannya, 

kepada 

unruk 

tert.entu yang diberikan oleh Dircklur melalui Kornite Medik 
Anggora Staf Medik Fungsional yang telah memenuhi syarat 

18. Dewan pengawas BLUD adalah organ yang bertugas melakukan 
pengawasan terhadap pengclolaan BLUD 

19. Direksi adalah Pimpinan Tertinggi dalarn pcngclclaan rurnah sakir yang 

terdiri dari: direktur clan kepala seksi. 
20. Rapat rutin adalah setiap rapat rerjadwal yang diselenggarakan oleh 

Dewan Pengawas, Direksi yang bukan iermasuk rapat tahun an dan rapat 

khusus. 
21. Rapa! Tahunan adalah rapat yang diselenggarakan oleh pernilik, dewan 

pengawas, dan direksi RSUD konawe selatan setiap tahun. 

22. Rapat khusus adalah rapat yang diselenggarakan olch Pernilik di luar 
jadwal rapat rutin untuk mengambil keputusan hal-hal yang dianggap 
khusus. 

23. Dokter adalah profesi yang didapat dengan mcnyelcsaikan pendidikan 
khusus sehingga orang berhak mcndapat gelar Dokter (dr) atau Dokter 
Gigi (drg) clan dapat melaksanakan praktek kedoktcran sesuai dcngan 

bidang keilmuannya dan harus mcrnpunyai izin praktek 

Kedokteran/ Kcdokteran Gigi yang sah clan masih berlaku. 

24. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan dokter RSUD konawe selatan, 
yang diundang oleh direktur atas masukan komite medik untuk 
melakukan tindakan tertentu yang dipandang perlu. 

25. Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah kelornpok 
dokter dan dokter gigi yang telah disetujui dan diterima se suai dcngan 
aturan yang berlaku, serta merniliki Surat Tanda Rcgistrasi clan izin 

Praktek yang masih bcrlaku untuk rnenjalankan profesi masing-rnasing 
di RSUD Konawe selatan Kabupaten konawe selaran. 

26. Komite .Medik adalah wadah fungsional yang diberi tugas 
mengkoordinasikan kegiatan Komitc Medik dalarn rangka menjaga mutu 
pelayanan rnedis flan ctika profesi. 

27. Sub Komite adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Komite Medik 
untuk rnengatasi masalah khusus. 

28. Hak Klinis/preuilege adalah kcwenangan klinis yang dibcrikan oleh 

Direktur kepada dokter/dokter gigi dengan surat Keputusan Direktur 
Rumah Sakit Urnum Daerah Kabupatcn konawe selatan. 

29. Hak Klinik Khusus, adalah kepercayaan/kewenangan dalam keadaan 

•• 



30. Tarif Pelayanan adalah besaran biaya yang yang harus dibayar oleh 

pengguna jasa pclayanan rumah sakit. 
31. Pegawai BLU adalah staf yang bekerja di rurnah sakit baik bersraius 

pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil. 
32. Tenaga Adrninistrasi adalah orang atau sekumpulan orang yang berrugas 

melaksanakan adrninistrasi pcrkantoran guna mcn unjang pelaksanaan 
rugas-tugas staf rnedis, kornite mcdis dan panitia rnedis. 

33. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan seorang dokter atau 
dokter gigi untuk rnenjalankan praktek kedokteran diseluruh Indonesia 

setelah lulus uji kornpetensi. 
34. Surat ljin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan pernerintah kcpada 

dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktek kedokteran setclah 
memenuhi persyaratan tertentu. 

35. Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi adalab bukti tertulis yar.g 

diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada <lokter da.n doktcr gigi 
yang tclah diregistrasi. 

36. Komite Keperawatan aclalah wadah non struktural y311g berkembang dari 
struktur kelornpok tenaga kesehatan yang keanggotaannya berasal dari 
Staf Perawat Fungsional dan non fungsional 

37. Staf Non Medis adalah tenaga administratif bidang umum dan keuangan. 
38. Pasien adalah seriap orang yang melakukan konsultasi masalah 

kcsehatannya untuk mernperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan 
baik secara langsung atau tidak langsung. 

39. Tata kelola RSUD konawe selatan adalah peraturan dasar yang rncngatur 

tentang struktur organisasi, prosedur kerja, pengelornpokan Iungsi yang 
logis dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan prinsip 
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas clan independerisi. 

40. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah 
dokurnen perencanaan bisnis dan anggaran iahunan yang bcrisi program, 
kegiatan dan target kinerja anggaran R?UD Konawe Selatan 

•• 



(1) Visi RSUD konawe selatan adalah 
" Rumah Sakir Yang Prima Bagi Masyarakat " 

Bagian Kedua 
Visi, Misi, Nilai, Motto Dan Filosofi 

Pasal 5 

( l) Nama Rumah sakit ini adalah RSUD Konawe Sclatan 
(2) RSUD konawe selatan merupakan rumah sakit tipe D yang terletak di 

Jalan pores Potoro-Andoolo no 1, Kccamatan Andoolo kabupaten Konawe 
Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. 

llAB III 
TATA KELOLA KORPORASI 

Bagian Kesatu 
Indentitas 

Pasal 4 

Tujuan Peraturan Bupati Pasal 3 ini adalah: 
(1) Mernberikan pedoman mengenai aturan-aturan, hak dan kewajiban bagi 

kelompok fungsional, kelompok pcngclola , serta pcngguna Iayanan r'urnah 

sakit; 
(2) Membcrikan pedoman bagi pengembangan pelayanan rumah sakit. 

Pasal 3 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah ; 
( 1) Menciptakan suatu iaranan penyelcnggaraan rumah sakit yang efekiif, 

efisien dan bermutu, serta dapat dipcrtanggung jawabkan: 
(2) Mencipt.akan kepastian hukurn bag: penyclcnggaraan >lt'luruh aktifn as 

rurnah saki t. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

.. 
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RSUD konawe selatan mernpunyai tugas menyelenggarakan pclayanan 
kesehatan kepada masyarakat dengan' upay·a penyernbuhan, pcrnulihan, 
peningkaran. pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggara 
pendidikan pelatihan dan · pen.gembangan serta pengabdian masyarakat 

yang dilaksanakan secara terpadu melalui pelayanan rawat inap, rawai 
jalan, gawat darurat dan tindakan mcdik 1,erdasur-kan Pcrnturan Pcrundang­ 
Undangan yang berlaku. 

(2) Fungsi Rumah Sakit adalah : 
Untu.k melaksanakan tuga s pokok scbagairnana dimaksud dalarn ay,, t ( J J 

Peratura.n dacrah ini, RSUD konawe selatan mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan pelayanan medis dan rehabilitasi medis: 
b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis; 
c. penyelenggaraa.n pelayanan dan asuhan keperawatan; 
d. penyelenggaraan pelayanan rujukan; 

e. penyelenggaraan pendidikan dan pe!at.ihan; 

(1) Togas Rumah Sak.it adalah : 

Bngian Ketiga 

Tu~as Pokok Dan Fungsi Rumab Sakit 
Pasal 6 

(4) F!LOSOFI 
"Sehat adalah hak asasi manusia yang wajib dijaga, dipelihara dan 
diselamatkan serta dilaksanakan sungguh-aungguh dengan lkhlas oleh 
setiap orang tanpa melihat perbedaan" 

"Kcsclarnatan, kesernbuhan, kepuasan pasicn adalah kcbahagiaau karni 
kami" 

(3) MOTTO 

(2) Misi RSUD Konawe selatan adalah: 
a. Meningkatkan sernua Pelayanan di sernua unir/unsur pelayanan 

secara cepat dan tepat melalui peningkatan dan pcrneliharaan 
sarana dan prasarana medis scna penunjang rncdis: 

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas surnber daya manusia (SDi'.'1) 
sesuai dengan kcbutuhan pclayanan kcschatan , kemajuau ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

c. Menyelenggarakan manajemen rumah sakit dengan kaidah bisnis 
yang sehat, terbuka , efisicn, akuntubcl guna meningkatkan dcrajat 

kesehatan masyarakat umurn serta kescjahteraan karyawan. 

.. 
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(1) Dewan Pengawas rumah sakit adalah dewan yang bertugas melakukan 
pengawasan aktivitas pcngelolaan rurnah sakit ; 

(2) Dewan pengawas dibcntuk dengan keputusan bupati atas dasar usu! dari 
direkrur; 

(3) Kedudukan dewan Pcngawas scbagai pcngawasan dan pcrnbinaan 
terhadap pengelolaan RSUD konawe selatan yang dilakukan oleh pejabat 
pengelola sesuai dengan kerentuan peraturan perundang undangan; 

Bagian Kesatu 
Pembentukan Dewan Pengawas 

Pasal 8 

BAB IV 

DEWAN PENGAWAS 

(1) Pemerintah Daerah adalah pemerintah kabupaten koanwe selatan yang 
memiliki kedudukan scbagai pemilik RSUD koriawe selatan; 

(2) Pernerintah kabupaten konawe selatan mempunyai tanggung jawab dan 
berkewajiban membina, mernberikan dukungun dalarn berituk apapun 

yang bertujuan untuk mcningkatkan kualitas dan kuantitas layanan 
rumah sakit kepada masyarakat; 

(3) RSUD konawe selatan merupakan unsur pelaksana tcknis tugas bupati 
dibidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang direktur yang 
bertanggurig jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah; 

(4) RSUD konawe selatan rnerupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan scbagai Badan Layanan 
Umum Daerah. 

Bagian Keempat 
Kedudukan Pemerintah Daerah 

Pasal 7 

rencana dan program kegiatan RSUD konawc selatan 
kcuarigan dan kepegawaian serta pcnvusunan ketatausahaan, 

f. penyeknggaraan Pcnelitian dan Pengembangan; 

g. penyelenggaraan pelayanan teknis adrninistratif kesekretariatan, 

. ' 
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Wewenang Dew-an Pengawas Adalah : 

( l) Merninta penjelasan dari Direksi dan a tau pejabat lainnya dengan 
sepengetahuan Direktur mengenai segala persoalan yang menyangkut 
pengelolaan rumah sakit; 

Paragraf Keempat 

Wewenang Dewan Pengawas 

Kewajiban Dewan Pengawas Adalah : 
(1) Memberika.n pengawasan kepada Direktur RSUD konuwe selatan dalarn 

melaksanakan Misi Rumah Sakit dengan rncrnperhatikan kebijakan yang 
ditetapkan oleh pemerintah; 

(2) Melakukan pertemuan sctiap 3 (riga) .bulan sekali atau sewakiu-waktu 
apabila diperlukan; 

(3) Mernpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan melaporkan hasil kerja 
BLUD secara bcrkala kepada bupati: 

(4) Memberikan nasihat kepada Direksi dalarn melaksanakan pengelolaan 
BLUD; 

(5) Mernberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai RBA 
yang diusulkan oleh pejabat pengelola, 

(6) Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non 
keuangan serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk 
ditindak lanjuti oleh pcjabat pengelola BLUD 

Paragraf Ketiga 
Kewajiban Dewan Pengawas 

Pasal 10 

Dewan Pengawas bertugas mclakukan pembinaan dan pcngawasan terhadap 
pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

Bagian Kedua 
Tugas , Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas 

Paragraf Kesatu 

Tugas Dewan Pengawas 

Pasal 9 

.. 
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Kriteria Dewan Pcngawas adalah : 

( 1 J Pejabat SKPD yang terkait dengan kegiatan RSUD konawe selatan; 
(2) Pejabat di lingkungan satuan kcrja pcngelola kcuangan kabupaten 

konawe sclatan; 
(3) Tenaga ahli yang sesuai c!engan kegiatan RSUD konawc selatan: 
{4) Merniliki dedikasi dan memaharni masalah-rnasalah yang ber kaitan 

dengan kegiatan BLUD, serta dapat mcnycdiakan waktu yang cukup 
umuk melaksanakan tugasnya: 

(5) Mampu rnelaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan 

pailit at.au tidak pernah menjad.i anggota direksi atau komisaris, atau 
dewan pengawas yang dinyatakan ber salah schingga rncnycbabkan suatu 

badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak 
pidana yang merugikan daerah: dan 

(6) Mempunyai kornpetensi dalam bidang manajernen keuangan, surnber 
daya rnanusia dan mcmpunyai komitrnen terhadap peningkaian kualitas 
pelayanan publik. 

Pasal 12 

Keanggotaan Dewan Pcngawas adaJah : 
(1) Anggota dewan pengawas bcrjumlah sebanyak 3 ( tiga ) atau 5 (Iirna) 

orang dan di pimpin seorang ketua yang dipilih dari anggota. 
(2) Anggota dewan pengawas terdiri dari: . 

a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD; 
b. pejabat di Iingkungan satuan kerja pcngelola keuangan daerah: 
c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD. 

Bagian Kelima 
Kriteria, Masa Jabatan, Pemberhentian, Pengangkatan Sckretaris Dewan 

Pengawas dan Biaya Dewan Pengawn.s 

Pasal 11 

(2} Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan 

Direktur untuk mcnghadiri rapat Dewan Pengawas; 

(3) Mcnghadiri rapat Direksi dan rnembcrikan pandangan-pandangan 
terhadap hal-hal yang dibicarakan; 

(4) Memberikan persetujuan atau bantuan kcpada Direksi daJa111 melakukan 
perbuatan hukum t.ertentu. 
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( 1) Kcpala daerah dapat rnengangkat sekretaris dewan pengawas untuk 
mendukung kelancaran tugas dewan pengawas; 

(2) Sekretaris dcwan pengawas yang dirnaksud dalam ayat ( l) bukan 
merupakan anggota dcwan pengawas: 

(3) Sekretaris dewan pengawas bert.ugas mengatur rapat dewan pengawas, 
membuat rapat menyiapkan undangan rapat, mcnyiapkan keburuhan 

dewan pengawas dan membuat laporan serta pendokurnentasiannya. 

Pasal rs 

melaksanakan tuzasnva 0 - 
kesalahan yang berkaitan dengan 
pengawasan aktivitas RS; 

e. Mcngundurkan diri; 
I. Meninggal dunia. 

( 1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan o!eh bupati sebclurn ha bis masa 

jabatannya; 
(2) Pembcrhcntian dewan pengawas sebelurn habis masa jabatarmya. 

apabila: 

a. Tidak rnelaksanakan tugasnya dcngan baik: 
b. Tidak melaksanakan ketentuan pcrundang - undangan; 
c. Terlibat dalam tindakan yang rnerugikan rumah sakit; 
<l. Dipidana penjara kercna mclakukan pidana kejahatan dan ata u 

Pasal 14 

Masa Jabatan Dewan Pengawas adalah : 
(1) Anggota dewan pengawas diangkat oleh bupati untuk masa jaoatan 

selama 5 (lirna) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali 

jabatan berikutnya; 
(2) Anggota dewan pengawas dipilih oleh bupati konawc selatan bcrdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan internal rurnah sakit dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya: 

(3) Dewan pengawas diangkat dan dibcrhentikan dengan surat keputusan 
bupati; 

(4) Pengangkaian anggota dewan pengawas tidak bersarnaan waktunya 
dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD. 

Pasal 13 
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(1) Direktur, dan Kepala seksi dan diangkat dan diberhentikan oleh bupati, 
atas usulan Sekreraris Daerah kabupatcn konawe selatan ; 

(2) Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhcntian dalarn Jabatan 

Struktural dan Jabatan Fungsional diatur lcbih lanjut dalam Keputusan 
bupati konawe selatan. 

Bagian Kedua 
Pengangkatan Pejabat Pengelola 

Pasal 19 

a. Pcmimpin PPK-BLUD; 
b. Pejabat Keuangan BLUD; 
c. Pejabat teknis BLUD. 

Pejabat pengelola Badan layanan urnurn daerah (BLUD) RS konawc selatan 
terdiri dari: 

Pasal 18 

Pejabat pengclola RSUD konawe selatan terdiri dari : 
a. Pejabat yang berkedudukan sebagai Pejabat Struktural; 
b. Pejabat yang bcrkedudukan sebagai Pejabat Fungsional; 
c. Pejabat lainnya yang bcrkedudukan diluar kategori strukt ural dan 

fungsional yang diberi tugas khusus dan atau terteniu scsuai 

kebutuhan dan kepentingan rumah sakit. 

Komposisi Pejabat Pengelola, pengangkatan pejabat pengelola, 
persyaratan Direktur RSUD Konawe Selatan 

Ba_gian Kesatu 
Pasal 1'1 

RABV 

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksauaau tugas dewan Pcngawas clan 
sekretaris dewan pengawas dibebankan dalam anggaran operasional yang 
teruang dalam RBA RSUD konawe selatan. 

Pasal 16 
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(1) Memimpin, mengarahkan, mernbina, mcngawasi, mengendalian dan 
mengeualuasi penyelenggaraan kegiatan RSUD konawe selatan dalam 

melaksanakan rugas yang diretapkan berdasarkan Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku dan kebijakan bupati konawe selatan: 

(2) Menyelenggarakan pclayanan kesehatan kcpada masyarakat dcngan 
upaya penyernbuhan, pemulihan, peningkatan, pcncegahan, pelayanan 
rujukan dan penyelenggara pendidikann pclatihan dan pcngernbangan 
serra pengabdian masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
(3) Menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang pclayanan kesehatan 

kepada masyarakat; 

(4) Menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang pelayunan kesehatan 

masyarakat yang mcnjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan 
umum yang di tetapkan oleh bupati konawe selatan; 

(5) Mengusulkan pejabat pengelola, pejabat keuangan serta pcjabar ieknis 

kepada kepala dacrah sesuai dengan ketentuan; 

BAB VI 

Tugas, Kewajiban, Fungsi dan Pemberhentian Direktur 
Bagian Kesatu 

Tu gas 

Pasal 21 

Persyaratan .Jabatan Direktur adalah ; 

( l) Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil berbasis pendidikan 
dokter; 

(2) Mernenuhi kriteria keahlian, integritas;kepemimpinan dan pengalaman di 
bidang perumah sakitan; 

(3) Berkelakuan baik dan merniliki dcdikasi dalarn mengcmbangkan Rumah 
Sakit; 

(4) Warga ncgara l ndonesra; 
(5) Sehat jasrnani dan rohani; 

(6) Diutamakan rnemiliki tingkat pcndidikan S-2 dalarn bidang keschatan 
dan bidang Rumah sakit, 

Bagian Ketiga 

Persyaratan Direktur 

Pasal 20 
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Pemberheruian Direktur apabila : 
( 1) Masa jabatannya tclah berakhir 

(2) Meninggal dunia. 

(3) Mengundurkan diri secara tertulis. 
(4) Mengalami halangan tctap sehingga tidak dapar rnelaksanakan tugasnya 

secara terus menerus. 

Bagian Keempat 
Pemberhentian Direktur 

Pasal 24 

Fungsi Direktur adalah : 
(1) Perurnus Kcbijaksanaan tcknis di bidarig Pclayanan Rumah Snk it ; 

(2) Pelayanan penunjang dalam penyelenggara pcrnerinrahan daerah 

dibidang pelayanan Rumah Sa.kit; 
(3) Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi clan pclaporan di 

bidang pelayanan rumah sakit; 

(4) Pelaksanaan pelayanan medis, penunjang medis dan non rncdis, asuhan 

keperawatan, rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan 

pengcmbangan, pengelolaan kcuangan dan akutansi, kcpcgawaian, 
rumah tangga, perlengkapan dan umurn. 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal 23 

Kewajiabn Direktur Adalah : 
(1) Menyusun renstra bisnis RSUD konawe selatan; 
(2) Mernbuat Rencana Bisriis dan Anggaran tahunan: 

(3) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas kinerja operasional 
dan kcuangan Rumah Sakit kepada bupati mclalui Dewan Pengawas. 

Bagian Kedua 
Kewajiban 
Pasal 2i 

(6) Melaksanakan tugas-tugas lain yanj] diberikan olch bupati kona .. ve 

selatan. 
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Kelompok .Jabatan Fungsional adalah sebagai bcrikut : 

(1) Dokter, dokter gigi, dokter spesialis yang bekerja di unit pelayanan rurnah 
sakit wajib mcnjadi anggota Staf Medis. 

(2) Dalarn melaksanakan tugas Staf Medis dikelornpokkan sesuai spesialisasi 
atau keahliannya atau dengan cara lain dengan pcrtimbangan khusus. 

(3) Sctiap Kelompok Staf Medis minimal rerdiri dari 2 (dua] orang doktcr 
(4) Pengelompokan Staf Medis berdasarkan spesialisasi/keahlian adalah 

tenaga dokter dengan spesiaJisasi/keahlian yang sama dikclornpokkan kc 
dalarn 1 (satu) Kelompok Staf Medis, 

Bagian Kedua 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 26 

mernpcrtimbangkan kcbutuhan r'umah sakit; 

(2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non srruktural yang 
di angkat dan diberhentikan olch dirckrur atas usulan Kepala seksi yang 

membidanginya; 

(3) Uraian tugas, fungsi dan kewenangan instalasi di tetapkan oleh kepala 
Instalasi bcrdasarkan pertimbangan Direktur dan a ta u seksi yang 
mernbidanginya; 

(4) Instalasi secara teknis berada dibawah koordinasi kepala seksi Terkait. 

dengan Direktur Kcpurusan dengan 
Fungsi lnstalasi adalah : 

(1) Instalasi dibentuk 

Bagisn Kesatu 
Fungsi Instalasi 

Pasal 25 

BAB VU 

Fungsi Pelaksanaan Instalasi, Kclompok Jabatan Fungsional, Staf Medis 
Fungsional, Pengangk:atan Staf Me dis dan Pengangkatan Kembali, 

Penugasan Staf Media, Paramedis Fungsional, Tenaga Non Medis dan 
Organisasi Pendukung Satuang Pengawas Interns (SPI) 

(5) Dinyatakan terbukti secara sah dan rneyakinkan melakukan tindak 
pidana kejahatan dengan putusan pengadilan yang telah rncrnpunyai 
kekuatan hukum tetap. 
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(1) Staf rnedis RSUD Konawe Selatan terdiri dari dokter tetap, dokter paruh 
waktu, dokrer tarnu, do.kter spesialis koritrak, dokter urnum di Unit Gawat 
Darurat, dokter umum di poliklinik, dokt.er urnurn diruang rawat inap, 
dokter pengganti {magang) dan Lelah dinyatakan merne nuhi syarat 

kredensial oleh Kornite Medis sebagaimana diatur dalam ketentuan ini, 

Bagian Ketiga 
Staf Media Fungsional 

Pasal 27 

(5) Pengelompokkan Staf Med is dengan cara lain dcngan per ti m bangan 

khusus dapat dilakukan dengan bcberapa cara sebagai berikut : 
a. Penggabungan tcnaga dokter spesialis dengan spcsialisasly keahlian yang 

berbeda. Penggabungan ini dilakukan apabila jurnlah dokter spesialis 
tersebut kurang dari 2 [dua] orang sehingga tidak memungkinkan untuk 
mernbentuk Staf Medis sendiri. Penggabungan harus mernperhatikan 
kemiripan disiplin ilmu tersebut dan wajib diikuti dengan pernbagian 
dan tugas dan wewenang yang jelas yang dituangkan di dalarn kebijakan 
dan prosedur pelayanan medis rurnah sakit; 

b. Penggabungan tenaga dokter spesialis dcngan memperhatikan tugas clan 
kewenangan dokter spcsialis tersebut. Penggabungan ini dilakukan 

apabila jurnlah dokter spesialis yang sangat terbatas sehingga tidak 
mernungkinkan masing .. masing jcnis spesialisasi kcahlian mernbcntuk 
Kelompok Staf Medis tersendiri; 

c. Pernbentukan Staf Medis untuk Dokrer Umum dapat dilakukan dengan 
membentuk kelompok St.af Medis Dokter Umum scndiri atau bergabung 

dengan kelompok staf rnedis dimana dokter umum tersebut memberikan 
pelayanan. Penggabungan dokter urnum dengan dokter spcsialts dapat 
dilakukan apabila jurnlah dokter spcsialis masih kurang sehingga tidak 

memungkinkan rnernbentuk kelompok siaf rnedis scndiri, Penggabungan 
dokter umum dan dokter spesialis harus diikuti dengan pernbagian 
tugas dan kewenangan yang jelas dituangkan dalarn kebijakan dan 
prosedur pelayanan medis rumah sakit; 

d. Dokter gigi dapat rnenjadi Kelompok Staf Medis seridiri atau bergabung 
dengan kelompok staf medis bcdah atau kelornpok staf rnedis dokter 
umum-gigi. Penggaburigan dilakukan apabila jumlah dokter gigi masih 
kurang dari 2 (clua) orang. 
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(1) Setiap staf medis sebagaimana diatur mclakukan tindakan medis da.Jarn 
Jingkup profesinya dan bcrdasarkan kewenangan yang diberikan oleh 
RSUD konawe selatan; 

(2) Dokter tetap adalah dokter ?NS yang scpcnuhnya bekerja di RSUD 
konawe selatan; 

(3) Dokter Paruh Waktu adalah dokter yang bert ugas tidak tetap dun tidak 

24 jam di RSUD konawe selatan dimana telah m.endapac izin tertulis dari 
Direktur untuk melaksanakan pclayanan mcdis di RSUD Konawc selatan; 

(4) Dokter Spesialis Kontrak adalah adalah dokter spesialis yang bckcrja di 

RSUD Konawe selatan untuk sernentara waktu, atas dasar perjanjian / 
Kontrak tertulis dcngan Direktur Ruman Sakit. 

(5) Dokter umum di Unit Gawat Darurat ada.lah dokter urnurn tetap maupun 
tidak tetap yang bertugas di lnstalasi Gawat Darurat yang telah mendapat 
izin tertulis dari Direktur untuk melaksanakan pelayanan medis di [GD 
RSUD konawe selatan; 

(6) Dokter umum/dokter gigi rli poliklinik adalah dokter tetap yang bert.ugas 
di Instalasi Rawat Jalan yang tclah mendapar izin tcrtulis dari Dircktur 

untuk melaksanakan pclayanan medis di Poliklinik RSUD konawe 
selatan; 

Pasal 28 

(2) Kategori staf medis fungsional adalab dokrer retap, paruh waktu, tarnu, 
dokter urnurn di unit gawat darurar, dokrer urnurn diruang rawat. clan 
doktcr umum di pelayanan intensif. 

(3) Staf Medik Fungsional rnernpunyai tugas melaksanakan pcmcriksaan 
diagnosa, pengobatan, pcncegahan akibat pcnyakit, peningkaran dan 
pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan 
serta pcnelitian dan pengembangan. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Mcdik Fungsional dikelompokkan 
sesuai dengan keahliannya. 

(5) Kclompok Staf Medik Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih 
dari dan oleh Anggota Kelompoknya unruk rnasa bakti 3 (tiga) tahun. 

(6) Kerun Kelompok Staf .Meclik Fungsional diangkat dcngan Surar 
keputusan Direktur. 
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( 1) Direktur menctapkan kriteria dan syarar-syarat pcrurga san setiap staf 

mcdis untuk suatu tugas atau jabatan klinis tertentu dan akan 

menyampaikan hal tersebut kepada setiap tenaga mcdis yang 
menghendaki pcnugasan klinis di rurnah sakit; 

(2) Kriteria dan syarat-syarat penugasan scbagairnana dirnaksud dalam avai 

{ l) ditetapkan oleh Direkiur setelah mcmpcrtimbangkan usu Ian Komite 
Medik; 

Bagian Kelima 
Penugasan Star Me dis 

Pasal 30 

(1) Direktur dalam rnengangkat dan memberhentikan staf rncdis Fungsional 

(SMF) harus sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku, 
dengan tetap memperhatikan saran Kornitc Mcdik; 

(2) Direktur dapat menga.ngkat dan memberhentikan sub kornite atau 
Panitia yang berkaitan dengan kegiatan pe!ayanan teknis dan non teknis 
medis atas saran Komite Medik; 

(3) Kelompok Staf Medis wajib membuat tata cara dan persyaratan 
(adrninistrasi dan kompetensi) untuk penernpatan sraf medis dan 

pengangkatan kembali; 

(4) Tata cara dan persyaratan pengangkatan dan pengangkatan kernbali sraf 
medis mengikuti tata cara yang berlaku pada standar profesi dan standar 
kornpetensi masing-rnasing kelompck staf rnedis. 

Bagian Keempat 
Pengangkatan Star Medis dau Pengangkatan Kembali 

Pasal 29 

(7) Dokt.er Umurn di ruang Rawat lnap adalah dokter urnurn te-tap yang 

bertugas di lnstalasi Rawat lnap yang telah rnendapat izin tertulis dari 
Direktur untuk melaksanakan pelayanan rnedis di Ruang Rawat lnap 

RSUD koriawe selatan; 

(8) Dokter penganti adalah dokter umurn pcnga.nti dokter tctap bila 
berhalangan yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat yang ielah 

mendapat izin tertulis dari Direktur untuk melaksanakan pclayanan 

medis di !GD RSUD konawe selaran 
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(3) Tenaga medis yang telah mendapat penugasan klinis dirumah sakit dapat 
beratatus sebagai dokter tctap atau tidak retap; 

(4) .Jangka waktu penugasan tenaga mcdis adalah I tahun sampai dcngan 5 
tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Dircktur dengan rncrnperhatikan 

kondisi yang akan meyebabkan pcnuga san dirumah sakit akan Ix.rakhir 

sebagai berikut apabila : 
a. ljin praktek yang bersangkutan sudah tidak berlaku se suai de ngan 

peraturan perundang-undangan yang ada, atau 
b. Kondisi fisik atau mental tenaga rnedis yang bersangkutan tidak 

mampu lagi rnelakukan tindakan mcdis sccara menetap, yang 

didasarkan atas rekornendasi dai pihak yang berwenang sesuai dengan 

aturan dan perundang undangan yang berlaku, atau 

c. Tenaga rnedis tidak memenuhi ketentuan dan syarai.vsyarat yang 
ditetapkan dalarn kontrak, atau 

d. Tenaga medis yang ditetapkan telah rnelakukan tindakan yang tidak 

profesional, kelainan atau pcrilaku meyimpang lainnya sebagaimana 
ditetapkan oleh Kornite Medis, atau 

e. yang bersangkutan mengakhiri kontrak dengan rumah sakit setelah 
mengajukan pembcritahuan satu bulan sebelumnya. 

(5) Penugasan klinis di rumah sakit pacla ,,e,>rang tenaga medis hanya dapat 
ditetapkan bila yang bersangkutan mcnyetujui syarat-syarat sebagai 
berikut . 

a. Memenuhi syarat sebagai tenaga medis berdasarkan peraturan 

perundang-undangan kesehata.n yang berlaku clan ketentuan lain 
sebagaimana ditctapkan dalarn statuta ini. 

b. Menangani pasien daJarn baias-batas sebagairnana ditetapkan oleh 
Direktur setelah mernpertimbangkan daya dukung fasilitas rumah 

sakit, dan bila diperlukan rekomendasi dari kornitc kredensial. 

c. Mencatat scga.la tindakan yang di perlukan unruk menjamin agar 
rekarn medis tiap pasien yang ditanganinya di rurnah sakit tcrpelihara 
dengan kuat dan rekam medis dilengkapi dalam waktu yang wajar. 

d. Memperhatikan segala permintaan rurnah sakit yang dianggap Wajar 
sehubungan dengan tindakan di rumah sakit denga.n mengacu pada 
ketentuan pelayanan yang berlaku di rurnah sakit. 

e. Mernatuhi etika kedokteran yang bcrlaku di Indonesia baik yang 

berkaiian dengan kewajiban terhadap masyarakat pasien, teman 
sejawat dan diri sendiri. 



(1) Satuan Perneriksaan Internal adalah perangkai rurnah Sakit yang 
berrugas rnelakukan pengawasan dan pengendalian internal dalarn 
rangka rnernbantu pimpinan Rumah Sakit untuk meningkatkan kinerja 
pclayanan, keuangan dalam menyelenggarakan kegiatan yang baik; 

Bagian Kedelapan 
Organisasi Pendukung 

Satuan Pengawas Internal ( SPI ) 
Pasal 33 

(1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bcrtugas dibidang pelayanan 
khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pclayanan terhadap pasien. 

(2) Tenaga Non Medis yang bekerja di lnstalasi dalarn melaksanakan 
tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Kcpala Instalasi 
dan secara adrninistratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian atau 
Kepala Seksi terkait. 

(3) Periernpatan Tenaga Non Medis ditetapkan olch Dirckrur atas usul Kcpala 
Instalasi, Kepala seksi atau Kepala Bagian terkait. 

Bagian Ketujuh 

Tenaga Non Medis 
Pasal 32 

(1) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non pcrawatan 
yang bertugas pada instalasi dalarn jabatan fungsional. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya paramedis fungsional berada dibawah 
dan bertanggung jawab !angsung kepada Kepala Instalasi. 

(3) Penernpatan pararnedis Iungsicnal perawatan dan non perawatan 
ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur atas usul Kepala lnstalasi, 
Kepala seksi atau Kepala Bagian terkait. 

Bagian Keenam 
Paramedis Fungsional 

Pasal 31 

f. Mcrnperhatikan syarat-syarat urnum praktck klinis yang bcrlaku di 

rurnah sakit. 



(5) Komite Medik adalah satu-satunya orgauisasi formal yang rncnghirnpun, 
memformulasikan dan mengkornunikasikan pendapat dan kehendak 
seluruh staf Medik yang berkaitan dengan profc si rncdis di Ruman Sa kit. 

(1) Untuk rnelindungi pasien Jan meningkatkan profesionalisrne staf medis di 
lingkungan RSUD kon.awe sclatan dibcntuk suatu wadah non struktural 
yang disebut sebagai Kornite Medik RSUD konawe selatan yang 
bertanggungjawab kepada Direktur RSUD konawe selatan. 

(2) Komite Medik RSUD konawe selatan terdiri dari ketua Kelompok SMF' 

dan atau staf medik yang tclah diberi kewenangan untuk melakukan 
tindaka.n Medis di RSUD konawe selatan . 

(3) Pemilihan ketua suatu SMF dilakukan melalui usu! dan suara dari 
anggota SMF tcrsebui 

(4) Dalam hal jurnlah suara yang dipcrolch adalah sama maka hasil 
pemungutan suara ditentukan bcrdasarkan kesepakatan scluruh anggota 
SMF'. 

Bagian Kesatu 

Organisasi Komite Medik 

Pasal 31 

Peraturan Internal Staf Medik, Organisasi Komite Medik, Kepengurusan 
Komite Medik dan Organisasi Kegiatan Rapat Komite Mcdik 

BAB VIII 

(2) Satuan pengawas interen merupakan kelrnpok jabatan fungsional yang 
bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan surnocr daya 

rumah sakit; 
(3) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rurnah sakit sebagai 

ma.na dimaksud dalam ayat 2 yam; rucliputi pengawasan terhadap 
sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kegiatan pelayanan serta 

adrninstrasi dan keuangan rumah sakit 
(4) Struktur dan personalia satua.n perncriksaan internal (SP!) ditetapkan 

oleh direktur berdasarkan kebutuhan rumah sakit. 
(5) Ketua Satuan Perneriksaan Intenal (SP!) diangkat olch dircktur untuk 

masa kerja selama 3 (tiga) tahun. 
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( 1) Komite Medik dipimpin oleh seorang xetua yang dipilih setiap tiga tahun 
dari antara anggota kornite rnedik yang diselenggarakan oleh suatu 
panitia pernilihan sesuai dengan kctentuan yang akan ditetapkan oleh 
komite medis untuk diajukan dan disetujui oleh Dircktur: 

Bagian Kedua 

Kepengurusan Komite Medik 
Pasal 35 

(6) Kornite Medik Bertugas: 
a. Menyediakan wadah agar anggora staf Medik dapat berpartisipasi dalam 

mcmberi rnasukan dalarn masalah profesi Mcdik dan teknis Mcdik dun 
rnenghadiri rapat bersama Direktur dan kornite lainnya di Rumah Sakit; 

b . .Melakukan kredensial tenaga medik yang akan bekerja di Rumah Sakit 
dan mernberikan rckornendasi kepada direktur; 

c. Merencanakan dan rnengatur pendidikan kedokteran berkelanjuian clan 

pendidikan spesialisasi yang disesuaikan dengan perencanaan Rumah 
Sa kit; 

d, Menyelenggarakan audit medik sccara berkesinambungan; 
e. Memantau perilaku et.ik dan profesional anggota staf Medik dan 

mcnyelenggarakan proses pendisiplinan profesi rnedis serta 
mengusulkan tindak lanjut hasil kajian Kornite Mcdik kepada Direkrur; 

f Mernberikan rnasukan pada Dircktur perihal: 

I) Pelayanan klinis bagi Rurnah Sakit; 
2) Kebijakan yang menyangkut pengorganisasian pelayarian klinik 

Rurnah Sakit; 

3) Membantu mengidentifikasi kebutuhan pasien Rumah Sakit dan 
pelayanan yang lay.ak urituk mcmcnuhi kebutuhan tcrsebut. 

g. Bekerjasama denga.n Direktur merencanakan suatu program untuk 
mengatur kewenangan melakukan tindakan Medik sesuai dengan 
Perencanaan Rumah Sakit; 

h. Menyampaikan laporan kegiatan Komite Medik akan disarnpaikan 
secara berkala pada seluruh anggota SMF sedikitnya serahun sekali. 

(7) Seluruh biaya penyelenggaraan kornite medis sebagaimana dimaksud 
dalam pasal ini dibebankan seperiuhnya pada anggaran belanja RSUD 
konawe selatan. 
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(1) Sekretaris kornite Medik ditetapkan olch ketua komite Medis. 
(2) Sekretaris komite Medik adalah seorang staf Medis tetap aiau paruh 

waktu. 

(3) Sekretaris Kornite Medik bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan 
tugas-tugas kesekretariatan Komite Medik. 

Sekretaris Komite Medik 

Pasal 37 

(1) Ketua komite medik dipilih satu orang dari .'.l calon yang merupakan hasi! 
dari pemilihan secara pcriodik yang diselenggarakan seuap tiga tahun 
yang selanjutnya diajukan dan disctujui oleh Direktur. 

(2) Ketua kornite Medik adalah seorang staf Medis tetap. 
(3) Dalam hal tcrjadi kekosongan jabatan Ketua sebelurn masa jabatannya 

berakhir maka kekosongan jabatan tersebut diisi oleh sekretaris komite. 

(4) Tugas Ketua Kornite Mcdik adalah: 
a. Mcnyelenggarakan komunikasi yang efektif dan mcwakili pendapat, 

kcbijakan, laporan, kebutuhan dan keluhan staf Mcdis serta 

bertanggungjawab kepada Direktur; 
b. Menyelenggarakan dan bcrtanggungjawab atas sernua risalah rapat 

yang diselenggarakan Kornite Medik; 
c. Menunjuk wakil Kornitc Medik dalarn setiap kepanit iaan di RSUD 

konawe selatan yang rnerner lukan perwakilan dari staf Meclis; 
d. Menghadiri perternuan yang diadakan oleh Direktur dan kepanitiaan 

lainnya; 
c. Menunjuk dan menetapkan wakil ketua, sekreraris dan ketua-ketua 

panitia; 
f. Menentukan agenda setiap rapat kornitc Medik. 

Ketua Komite Mcdik 
Pasal 36 

(2) Dalam kornite Medik ditetapkan pengurus komite medis yang terdiri dari 

ketua komite Medi, sekretaris komitc Medis, dan sub komite kredensial, 
peningkatan mutu dan pclayanan medik, sorta etika dan disiplin: 

(3) Pengurus komite medik melaksanakan fungsi dan tugas komite medik 
sehari-hari dengan tata cara yang akan ditetapkan oleh komitc rnedik. 
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( l) Ra pat harian adalah rapat yang dilaksanakan setiap hari kcrja kecuali 
scnin dan jurnat, yang mernbahas kasus baru dan kasus sulit yang 
diternukan sehari sebelumnya baik di JGD, Poliklinik maupun di ruangan 
perawatan, yang melibatkan seluruh staff medis, kepala instalasi, kepala 
ruangan dan manajemen. 

Rapat Harlan Dan Rapat Rutin Komite Medik 
Pasal 40 

Bentuk Rapat Komitc Mcdik : 

(1) Rapat kornite Mcdik terdiri atas Rapat harian, Rapat Rutin, Rapai 
khusus dan Rapat Plcno. 

(2) Setiap rapat Kornite Mcdik dinyatakan sah hanya bila undangan telah 
disampaikan secara pantas kccuali seluruh anggota komite Medik yang 
berhak membcrikan suara menolak undangan tersebut. 

Bagian Kedua 
Bentuk Kegiatan Rapat Komite Medik 

Pasal 39 

(1) Dibawah Komite Mcdik dibentuk (3) tiga Sub Komite yang terdiri dari: 
a. Kornite Krederrsial; 

b. Komite Mutu profesi; 
c. Komite Etika dan Disiplin Profesi; 

(2) Tugas dan fungsi sub-komite Medik diietapkan oleh komite Medik dan 
disahkan oleh Direktur. 

Sub Komite Dibawah Komite M:edik 
Pasal 38 

(4) Pada sekreraris Komiie Medik diperbaruukan petugas sekretariat dan 

segala prasarana lain yang discdiakan oleh Rurnah Sakit. 

(5) Togas Sekretaris Kornite Medik adalah: 
a. mclakukan pernberitahuan kepada seruua anggota yang berhak urituk 

rnenghadiri rapat-rapat Komite Medik; 

b. mernpersiapkan · dan mengedarkan risalah rapat yang lengkap kepada 
hadirin yang berhak menghadiri rapat; 

c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua Komitc Medik. 



{l) Rapat khusus komite Medik diselcnggarakan dalarn ha!: 
a. diperintahkan oleh ketua; atau 

b. perrninraan yang diajukan secara tertulis oleh paling sedikit tiga 
pengurus komite Medik dalarn waktu ernpat puluh delapan jam 
sebelumnya; atau 

c. pcrmint.aan Kctua Kornite Mcdik untuk hal-hal yang rnemcrlukan 
penctapan kebijakan komite Medis dengan scgcra. 

(2) Sekretaris Komite Medik menyelenggarakan rapat khusus dalarn waktu 
cmpat puluh delapan jam setelah ditcrirnanya permintaan tertulis rapat 
yang ditandatangani oleh seperempat dari jumlah anggota Komite Medik 
yang berhak untuk hadir dan rnernberikan suara dalarn rapat tersebut. 

(3) Sekretaris Kornite Medik menyarnpaikan pemberit.ahuan rapat khusus 
beserta agenda rapat kepada para pengurus yang berhak hadir paling 
lambat dua puluh em pat jam sebelurn ra pat tersebut dilaksanakan. 

(4) Pernberitahuan rapat khusus akan mcnycbutkan sccara spesifik hal-hal 
yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan rapat hanya akan 
membicarakan hal-hal yang tercantum dalarn pernberitahuan tersebut. 

Rapat Khusus Komite Medik 
Pasal 41 

(2) Komite Medik menyelenggarakan rapat rutin satu bulan sekali pada 

wakru dan tern pat yang ditetapkan oleh Kornite Medik. 

(3) Sekretaris Komiie Medik mcnyarnpaikan pemberitahuan rapat rutin 
beserta agenda rapat kepada para anggota yang berhak hadir paling tiga 
lima hari kerja sebelurn rapat tersebut dilaksanakan. 

(4) Rapat rutin dihadiri oleh pengurus komite Medik. 

(5) Ketua dapat rnengundang pihak lain bila dianggap perlu. 
(6) Setiap undangan rapai yang disarnpaikan oleh Sekretaris Kornitc Medik 

sebagaimana diatur dalam ayat {2) harus melampirkan: 
a. satu salinan agenda rapat; 
b. satu salinan risalah rapar rutin yang lalu; 
c. satu salinan risalah rapat khusus yang Jalu. 



(1) Setiap rapat Kornite Medik berhak dihadiri oleh seluruh Pengurus Kornitc 
Medik. 

(2) Rapat dipimpin oleh ketua kornite Medik atau yang ditunjuk oleh ketua 
kornitc Medik. 

(3) Sebelurn rapat dimulai agenda rapat clan notulen dibacakan . 

(4) Setiap pescrta rapat wajib mengikuti rapat sampai selesai. 

Tata Tertib Rapat 
Pasal 45 

Pengarnbilan keputusan ditetapkan melalui : 
(I) Musyawarah dan mufakat. 

(2) Dalam ha! tidak tercapai mufakat, maka putusan diarnbil rnelalui 
pernungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir. 

(3) Dalarn hal jurnlah suara yang diperoleh adalah sarna maka ketua 
bcrwenang membuat keputusan basil rapat, 

Pengambilan Putusan Rapat 
Pasal 44 

( 1) Kuorurn tercapai bila rapat dihadiri oleh paling sedikit setengah dari 
jurnlah Pengurus Komite Mcdik. 

(2) Keputusan hanya dapat ditetapkan bila kuorurn telah tercapai. 

Kuo rum 
Pasul 43 

(1) Rapat pleno Kornite Medik diselcnggarakan satu kali satu tahun. 
(2) Rapat pleno dihadiri oleh seluruh staf I,~edis RSUD konawe selatan. 
(3) Agenda rapat pleno paling tidak rnemuat laporan kegiatan yang telah 

dilaksanakan kornire mcdis, rencana kegiatan yang akan dilaksariakan 

kornite mcdis clan agenda lainya yang ditetapkan oleh kornite medik. 
(4) Sekrctaris Komile Medik rnenyampaikan pcmberitahuan ruput tahunan 

secara tertulis beserta agenda rapat kepada para anggota yang berhak 
hadir paling larnbar saru minggu sebelurn rapat tersebut dilaksanakan. 

Rapat Pleno Komite Medik 

Pasal 42 
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(1) Kornite keperawatan adalah Kclornpok Kerja Fungsional Keperawatan 
(perawat dan bidan) yg bertugas di RSUD konawe selatan. yang secara 
bersama-sama menggunakan pcngetahuan, ketcrampilan clan ide di 
bidang Keperawatan yang keanggotaannya dipilih dari ketua atau anggoia 
kelompok staf perawat fungsional 

Bagian Kesatu 
Struktur Organisasi 

Pasal 47 

Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Sub Komite dibawah 

Komite Keperawatan dan Masa Kerja Komite Keperawatan 
Berdasarkan Peraturan Internal Staf Keperawatan 

BAB IX 

(4) Notulen rapat tidak botch dirubah kecuali untuk hal-hal yang berkaitan 

dengan keakurat.an notulen tersebut. 
(5) Notulen rapat ditandata.ngani oleh Ketua dan sekretaris kornite Medik. 

pada rapat berikutnya, dan norulcn tcrsebut diberlakukan sebagai 

dokumen yang sah, 
(6) Sckretaris memberikan salinan notulen direktur paling lambat satu 

minggu setelah ditandatangani oleh ketua clan sekreraris kornite Medik. 

(I) Setiap rapat harus dibuat notulennya. 
(2) Semua notulen rapat Komite Medik dicatat oleh Sekretaris Komite Medik 

atau penggantinya yang ditunjuk. 
(3) Notulen akan diedarkan setelah rapat kepada sernua pe serta rapat vang 

berhak hadir 

Notulen Rapat 
Pasal 46 

(5) Seriap peserta rapar hanya dapat meninggalkan rapat dengan seizin 

pirnpinan rapat. 
(6) Setiap peserta wajib menjaga ketcrtiban sclarna rapat berlangsung. 

(7) Hal-hal lain yang menyangkut teknis tata tertib rapat akan ditetapkan 
oleh kerua sebelurn rapat dimulai, 
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Tugas komite keperawatan : 

(1) menyusun standar pelayanan dan srandar prosedur operasional 
keperawatan dan mcrnantau pelaksanaanya; 

(2) membantu kcpala seksi atau bidang Keperawatan RSUD konawe selatan 
dalarn menyusun standar kcperawatan, peraturan internal staf 
keperawatan ( nursing staf bylaws) dan mernantau pelaksanaaya serta 

membe.ri rnasukan kepada bidang keperawatan perihal pe.ngembangan 
pelayanan keperawatan . 

(3) membantu bidang keperawatan RSUD konawc selatan menyusun 
kebijakan dan prosedur yang terkair etika keperawatan: 

(4) me.laksanakan koordinasi dengan bidang keperawatan dalarn 
melaksanakan dan pengowasan pelaksanaan tugas; 

(5) melaksanakan pengawasan etik profcsi, disiplin profesi clan muru profcsi; 
(6) melakukan pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan keperawatan; 
(7) meningkatkan program pelayanan, pendidikan, pelatihan, pcnclitian clan 

pengernbangan dalarn bidang keperawatan. 

Bagian Kedua 
Tug as 

Pasal 48 

standar pelayanan keperawatan dan mcmberi masukan kepada pejabat 
struktural yang bertanggungjawab dalam pengorganisasian pelayanan 
keperawatan. 

(3) Susunan kepengurusan komite keperawatan terdiri dari: 
a. ketua komite; 
b. sckretaris komite; 

c. subkomite kredensial; 
d. subkomite mutu profesi: 
e. subkomite etika dan disiplin profcsi. 

(4) Pembentukan kcpengurusan komite kcperawaian dilaksanakan secara 
transparan, akuntabcl dan demokratis. 

(5) Langkah-Iangkah pernilihan kepcngurusan komite keperawatan 
dilakukan se suai dengan keterituan yang tclah discpakati. 

(6) Jabatan ketua Komite keperawatan merupakan jabatan non struktural 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada dircktur. 

dalam rnenyusun kewenangan merniliki (2) Komite keperawatan 



" .) ..: 

(1) Sub Komite adalah kelornpok kerja khusus yang bertugas membaniu 
pclaksanaan tugas-tugas k'inis di bidang keperawatan. 

(2) Sub Kornite dibentuk sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. 
(3) Sub Komite kepengurusannya diteiapkan oleh Surat Keputusan Direktur. 
(4) Keanggotaan sub komite terdiri dari anggora tctap staf keperawatan 

Iungsional. 

Bagian Kelima 
Sub Komite dibawah komite keperawatan 

Pasal 51 

Wewenang kornite keperawatan: 
(1) memberikan masukan perencanaan kebutuhan dan pengembangan 

kualltas surnber daya keperawatan; 
(2) melakukan pengawasan pelaksanaan asuhan keperawatan terrnasuk 

fasilitas keperawatan; 
(3) rnelaksanakan pengawasan rnasalah ctik keperawatan dan praktek 

keperawatan; 

(4) memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara rurnah sakit dengan 
insutusi pendidikan kcperawatan: 

(5) rncrnberikan masukan kepada bidang keperawatan tentang peningkatan 
mutu pelayanan keperawatan; 

(6) rnenetapkan tugas dan kewajiban sub komite dalarn lingkup komite 
keperawatan. 

Bagian Keempat 
Wewenang 
Pasal 50 

Fungsi kornite keperawat.an adalah sebagai pengarah dalam pernberian 
pelayanan keperawatan, sedangkan seksi keperawatan adalah pelaksana 
pelayanan keperawatan. 

Bagian Ketiga 

Fungsi 

Pasal 49 
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(1) Pejabat pengelola dan pcgawai RSUD konawe selatan dapat berasal dan 
pegawai negeri sipil(PNS) dan non PNS yang profcsional sesuai dengan 
kebutuhan 

(2) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD konawe selatan yang berasal dari 
non PNS sebagaima.na dimaksud pada ayai ( 1), dapat dipekerjakan secara 
terap atau berdasarkan kontrak 

(3) Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai RSUD konawe selatan yang 

berasal dari PNS discsuaikan dengan kctcntuan peraturan perundaug 
undangan 

Bagian Ketiga 
Pengangkatan Pegawai 

Pasal 55 

( l ] Penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki 

jabatan struktural ataupun jabatan fungsional 
(2) Penghargaan bagi PNS dapat berupa ; 

a. Ken.aikan pangkat reguler 
b. Kenaikan pangkat pilihan 

c. Bonus yang diberikan sesuai dengan kemarnpuan rumah sakit 

(3) Penghargaan bagi non PNS dapat berupa 

a. Jasa pelayarian berdasarkan sist.cm pernbagian jasa pelayarian 
(4) Tingkatan dan jeriis sanksi dan hukurnan disiplin pegawai rneliputi ; 

a. Hukurnan disiplin ringan yang terdiri dari teguran lisa, tcguran ter tulis 
dan pernyataan tidak scsuai dengan sccara tertulis 

b. Hukurnan disiplin sedang terdiri dari penundaan gaji berkala untuk 
paling lama ( l) tahun dan penundaan kenaikan pangkat unruk paling 

lama l(satu) tahun 

c. Hukurnan disiplin berat yang terdiri dari pcrrurunan pangkat setingkat 

Jebih rcndah paling Jama 1 [satu] iahun, pembebasan dari jabatan, 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 
PNS, dan pcmberhcntian tidak dengan horrnat sebagai PNS. 

Bagian Kedua 

Penghnrgaan dan sanksi 

Pasal 54 



d. Tidak menjalankan tugas dengan baik dan tidak disipin 
e. Adanya. komplain yang terus rnenerus dari staf dan pasicn. 

f. Dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana kejahat.an dengan keputusana Pengadilan yang telah mernpunyai 
kekuatan hukum tetap. 

(1) Pemberhentian PNS cliatur rnenurut peraturan yang berlaku yang 

ditetapkan oleh bupati dengan usu! dari direktur 
(2) Pemberhentian pegawai non PNS dilakukan apabila : 

a. Meninggal dunia 
b. Mengundurkan diri atas permintaan scndiri 
c. Masa kontrak habis 

Bagian Kclima 
Pemberhentian Pegawai Non PNS 

Pasal 57 

Disiplin adalah suatu kondisiyang tercipra dan terbentuk melalui proses dari 
serangkaian pcrilaku yanag rnenunjukan nilai nilai, ketaatan, kcpat uhan, 
kesetian, keteraturan dan ketertiban yang dituangkan dalam; 
(1) Daftar haclir; 
(21 Laporan Kegiatan; 
(3) Daftar penilaian pekerjaan; 

(4) Pengangkatan pegawai RSUD konawe selatan yang berasal dari non PNS 
dilakukan berdasarkan pada prinsip effisien, ekonomis dan produktif 
dalam meningkatkan pelayanan 

Bagian Keempat 

Dieiplin Pegawai 
Pasal 56 



(1) Pendapatan RSUD Konawe selatan dapat berupa jasa pelayanan, hibah, 

hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan jasa lainnya yang 

sah dapat dikelola langsung untuk operasional badan layanan urnurn 
RSUD Konawe selatan berdasarkan RBA dan peraturan yang berlaku: 

(2) Seluruh pengeluaran RSUD Konawe selatan yang bersurnbcr sesuai ayat 

(1) harus dilaporkan setiap triwulan ke BPKAD sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

Bagian Kedelapam 
Pengelolaan Keuangan 

Pasal 60 

(1) Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien yang 

berkwalitas rnaka direktur mengusulkan Standar Pelayanan Minimal 
RSUD Konawe selatan untuk ditetapkan oleh Kepala Dacrah; 

(2) Standar Pelayanan Medik harus dapat terukur dan dapat dicapai, 
releuan, dapat diandalkan serta tepat waktu untuk sernua jenis 
pelayanan yang diberikan; 

(3) Standar Pelayanan rncrupakan acuan dalam melaksa.nakan tugas dan 
harus dilaksanakan oleh setiap staf RSUD Koriawe selatan 

Bagian Ketujuh 
Standar Pelayanan Minimal 

Pasal 59 

( 1) Direktur adalah .Jabatan Struktural Eselon III a; 

(2) Kepala seksi adalah .Jabatan Struktural Eselon III. b; 

(3) Pejabat Fungsional adalah PNS yang diangkal dalam jabatan fungsional 
dan diatur lebib lanjut dalam Keputusan Bupati Konawe Sela tan. 

(4) Pejabat Fungsional Umum adalah PNS yang diangkat dalam Jabatan 

Fungsional Umum sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, 
(5) Staf Non PNS adalah staf/pegawai rumah sakit non PNS yang bekerja di 

rumah sak.it. 

Dagian Keenam 
Eselonisasi 

Pasal 58 

36 
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(3) Dalarn rnenetapkan be saran tarif sebagaimana dimaksud pada 1 dapat 
dibentuk tim. 

(1) Tarif layanan RSUD Konawe Selatan diusulkan oleh direktur kepada 
Bupati; 

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksu~ pada ayat l ditetapkan dengan 
peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD konawe 
selat.an; 

Pasal 63 

(!) RSUD Konawe selatan dapat mernungut biaya kepada rnasyarakat sebagai 
imbalan atas barang dan / ataujasa layanan yang diberikan: 

(2) lmbalan atas barang dan f atau jasa layanan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat l ditetapkan da!am bentuk tarif layanan yang berdasarkan 
perhitungan biaya satuan pcrunit layanan ( Unit cost) 

Bagian Kesatu 
Tarif Pelayanan 

Pasal 62 

Mekani.sme Penentuan Tarif Pelayanan, Pengelolaan Keuangan, 
Pendapatan, dan Biaya 

BABXJ 

(1) RSUD Konawe selatan diharuskan menyusun rencana bisnis yang 
nantinya merupakan pedoman dalarn rnenyusun RBA. 

(2) RBA yang telah disusun dilaporkan ke BPKAD untuk ditclaah dan 
disyahkan menjadi DPA sebagai pelaksanaan nnggaran dcngan tetap 
berpedoman kepada peraturan perundaug undangan yang berlaku. 

Bagian Kesembilan 

Perencanaan Dan Penganggaran 

Pasal 61 



(1) Pembiayaan RSUD Konawe selatan bcrasal dari pendapatan operasional 
RSUD Konawe selatan sendiri dan Anggaran Pendapat.an clan Belanja 
Daerah Kabupaten konawe selatan, APBA Propinsi, Otsus migas APBN, 
Askes, .Jamkesmas, Hibah yang ticlak mengikat serta penerirnaan sumber 
lain yang sah. 

(2) Biaya RSUD Konawe selatan merupakan biaya operasional dan biaya non 
operasional 

(3) Biaya opcrasional sebagai mana yang dirnaksud ayat 2 mencakup sduruh 

biaya yang rnenjadi bcban BLUD dalam rangka rncnjalankan tugas dan 
fungsi. 

Bagian Ketiga 

Bieya 

Pasal 66 

(4) Setiap pendapatan dilaporkan setiap triwulan kepada DPKA 
RBA 

Jamkesmas/BPJS, jasa raharja, Hibah yang tidak mengikat serra 
penerimaan sumber lain yang sah. 

(2) Penerimaan surnber la.in yang sah sebagairnana dirnaksud Ayat (J) Pasal 
ini diatur dengan Keputusan Bupati. 

(3) Seluruh pendapatan RSUD Konawe selatan dapat dikelola langsung 
untuk pernbiayaan pengeluaran RSUD Konawc sclatan sesuai dengan 

Askes, selatan, APBA Propinsi,, Daerah Kabupatcn konawe 

(1) Pendapatan RSUD Konawe selatan berasal dari pendapatan operasional 
RSUD Konawe selatan scndiri dan Anggaran Pendapatan clan Belanja 

Bagian Kedua 

Pendapatan 

Pasal 65 

( l) Peraturan Bupat.i mengenai tarif layanan yang berlaku di RSUD Konawe 
selatan dapat dilakukan perubahan sesuai keburuhan dan pcrkernbangun 

keadaan. 
(2) Sebelum tarif pelayanan perunit ditetapkan maka iarif yang lama tetap 

digunakan sebagai tarif pelayanan 

Pasal 64 



(l) Sistcm pengelolaan lingkungan rurnah sakit rncliputi house keeping, 
pengelolaan Iirnbah mcliput..i lirnbah cair clan limbah padat, pengclolaan 
sarnpah, penyediaan air, pengelolaan linen dan pengendalian serangga 
dan tikus 

(2) Sistern dan prosedur pengelolaan kegiatan lingkungan rumah sakit 
dilakukan sesuai derigan peraturan yang berlaku 

Kegiatan Pengelol.aan Lingkungan 
Pasal 69 

(1) Untuk rnenjaga keselarnatan dan kesehatan sernua staf RSUD Konawe 
selatan dan juga pasien serta lingkungan sekitarnya dilakukan srstcm 

pengelolaan lingkungan rurnah sakit sesuai dengan peraturan yang 
berlaku 

(2) Sistem pengelclaan Iingkungan rumah sakii sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1 diusulkan oleh direktur untuk ditctapkan dengan peraruran 
Bupati. 

(3) Dalam membentuk kebija.kaan, pedoman, peraiuran dapat dilakukan 
dengan mcrnbcntuk tim 

Pengelolaan Lingkungan RSUD Konawe Selatan 
Pasal 68 

(2) Sistem pengelolaan surnbcr daya diusulkan oleh direktur uruuk 
ditetapkan dengan peraturan bupati. 

(1) Pengelolaan sumber daya yang ada di RSUD Konawe selatan diupayakan 
untuk meningkatkan rnutu pelayanan dan operasional di RSUD Konawe 
selatan 

Pengelolaan Sumber Daya RSUD Konawe Selatan 

Pasal 67 

(4) Biaya non operasional sebagai mana yang dimaksud ayat 2 rnencakup 
seluruh biaya yang menjadi beban BLVD dalarn rangka menunjang 
pelaksanaan tugas dan fungsi. 

BAB XII 



(1) Susunan Organisasi RSUD Konawe selatan Kabupaten konawe selatan 
terd iri dari: 

a. Direktur; 
b. Seksi Adrninistrasi Umum; 
c. Seksi Pelayanan Medis; 
d. Seksi Keperawatan; 
c. Seksi Penunjang Medis dan non med is; 
f. Komite medis; 
g. Kornite Keperawatan; 

h. Saluan Pengawas Internal (SPI); 
1. Kelompok Staf Medik Fungsional (SMF) 
J. Kelornpok .Jabatan Fungsional: 

k. Ins talasi; 

(2) Komite-kornite fungsional non struktural lain terdiri dari kornitc 
kcselarnatan kerja (K3). Panitia Mutu Dan Keselarnatan Pasien (PMKP), 
pencegahan dan pengendalian infcksi (PP!), Kornite Farrnasi Dan Terapi 
(KIT). 

(3) Bagan Susunan Organisasi RSUD Konawe selatan Kabupaten konawe 
selatan sebagairnana tercantum pada larnpiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisah dengan Peraturan ini 

Susunan dan Struktur Organiaasi 
Pasal 71 

BAB XIV 

(1) Tata Ketola merupakan aturan aturan yang rnenjadi pedoman pelaksana 
kegiatan pada semua unit unit kerja di RSUD Konawe selatan 

(2) Tata Kelola diusulkan oleh direktur untuk ditctapkan dengan peraturan 

Bupati. 
(3) Tata kelola rurnah sakit ini dapat diubah dan discrnpurnakan sesuui 

dengan keadaan dan kebutuhan 

(4) Perubahan tata kelola diusulkan oleh direktur kepada bupati dan 
ditetapkan dengan peraturan Bupati . 

Tata Kelola Rumah Sakit 

Pasal 70 

BAB XIII 
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(1) Dalam pelaksanaan pelayanan rnedis maka seksi Pelayanan Medi.s 

dibantu olch : 
a. lnstalasi Pelayarian Medis Rawat ,Jalan dan Rawat Inap; 

b. Instalasi pelayanan Medis Gawat Darurat, unit rawat Intensif, Bedah 

Sent.ral dan unit radiologi; 
(2). Masing- masing instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dipimpin 

oleh seorang kepala instalasi dan bertanggungjawab kepada Kepala seksi 

pelayanan medis sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

Pasal 78 

Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 77 seksi 
Pelayanan Medis mernpunyai Iungsi: 
a. Pelaksanaan, pengeridalian, pengawasan, penilaian penggunaan fasilitas 

dan kegiatan pelayanan medis. 

b. Pelaksanaan dan pembinaan ctika profesi dart pcngendaiian mutu 
pelayanan medis 

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan 
pasien serta rnelakukan upaya rujukan; 

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibcrikan oleh Direkrur. 

dan kebutuhan pelaksanaan Pelayanan Medis meliputi pernanrauan, 
pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Iasilitas medis, kcgiatan 

pelayanan, etika dan rnutu pelayanan, ketenagaan medis, pengendalian, 
penerimaan dan pernulangan pasien. 

Pasal 77 

Seksi Pelayanan Medis mernpunyai tugas mengkoordinasikan scrnua kcgiatan 
' 

Pasal 76 
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L Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut ayal (1) diatas, 
instalasi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat lnap dibaritu oleh unit 
yang secara fungsional mclaksanakan tugas dan fungsi teknis yang tcrdiri 
dari Unit Pelayanan Rawat Jalan dan Unit Pelayarian Rawat lnap. 

2. Untuk melaksanaka.n tugas sebagaimana tersebut pad a ayat { 1) diatas, 
instalasi Pelayanan Medis Gawat Darurat, rawat lntensif, Bedah Sentral 
da.n radiologi dibantu olch unit yang secara fungsional melaksauakan 
tugas dan fungsi teknis yang terdiri dari Unit Pclayanan Gawat Darurat , 
Unit Pelayanan Intensif dan Unit Pelayanan Bedah Sentral dan unit 
radiologi 

3. Masing- masing Unit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 J dan (2) 
dipimpin olch seorang kepala ruang dan bertanggungjawab kepada 
Kepala instalasi sesuai dcngan tugasnya masing-masing. 

Pasal 80 

[I] lristalasi Pclayarian Medis Rawat .Jalan dan Rawat Inap mernpunyai rugas 
melaksanakan rnutu pelayanan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan 
medis rawat jalan dan rawat inap, penyusunan kebutuhan tenaga rncdis 
dan fasilitas pelayanan rnedis, pcngendalian penggunaan fasilitas 
pclayana.n, pernantauan mutu pelayanan, standar pelayanan, 
perigawa.san penerimaan dan pemulangan pasien serta pelayanan 

rujukan pada instalasi terkait. 
(2) Instalasi pelayanan Medis Gawat. Darurat, unit rawat Intensjf, Bedah 

Sentral, dan unit radiologi mernpunyai tugas melaksanakan mutu 
pelayanan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan medis gawar darurat, 
unit rawat intenslf', bedah sentral, dan unit radiologi, penyusunan 
kebutuhan tenaga medis dan fasilitas pelayana.n medis, pengendalian 
penggunaan fasilitas pelayanan, pemantauan muru pelayarian, standar 

pelayanan, pengawasa '1. pcnerirnaarr dan pernulangan pasien serra 
pelayanan rujukan pada instalasi terkait. 

Pasal 79 
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Dalam pclaksanaan sistem keperawatan maka Seksi Kcperawatan dibantu 
oleh uni, fungsional yang terdiri dari : 

(1) Unit Asuhan Keperawatan; 

(2) Unit Etika Profesi dan Logistik Kepcrawatan: 

Pasal 84 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn pasal 84 seksi 
Keperawatan rnernpuuyai fungsi : 
(1) Pelaksanaan kegiatan penyusunan program asuhan dan pelayanan 

keperawatan, pelaksanaan etika profesi keperawatan serta dan logistik 
keperawatan ; 

(2) Penyelenggaraan birnbingan dan pelatihan, pemantauan, penilaian dan 
pelaksanaan kegiatan program asuhari dan rnutu pelayanan keperawatan; 

(3) Pelaksanaan penyusunan standar asuhan keperawatan dan standar 
pelayanan keperawatan. 

(4) Membina pelaksanaan etika profesi dan pemeliharaan pelayanan 
keperawatan serta rnelakukan pengembangan sumber daya manusia 
keperawatan; 

(5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibcrikan oleh Dircktur, 

Pasal 83 

serta mclaksanakan 
serta keperawatan pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan 

melaksanakan etika profesi, logistik keperawatan 
pengendalian mutu keperawatan secara profesional. 

Seksi keperawatan mempunyai tugus mengkoordinir dan melaksa nakan 
asuhan dan pelayanan keperawatan, melakukan birnbingan, pemantauan, 

Pasal 82 

keperawatan 
(2) Seksi Keperawatan dipirnpin oleh seorang Kepala seksi yang bcrada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. 

Keperawatan adalah unsur pelaksana tcknis di pclayanan (1) Seksi 

Seksi l{eperawatan 

Pasal 81 
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I. Untuk melaksanakan tugas sebagairnana tersebut pada ayat (1) diatas, 

unit Asuhan Keperawatan dibantu oleh koordinator yang secara 
fungsional melaksanakan tugas clan fungsi teknis yang terdiri dari 

koordinator Asuhan Keperawatan dan koordinator Pelayanan 
Keperawatan. 

2. Untuk melaksanakan iugas sebagaimana tersebut pacla ayat (2) diatas, 

unit Etika Profesi dan Logistik Keperawatan dibantu oleh unit yang 
secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi teknis yang terdiri 

dari koordinator Etika dan Protesi Keperawatan dan koordinator Logistik 

Keperawatan. 

3. Masing- masing koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) dan 

(2) dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggungjawab kepada 

kepala unit. se suai dcngan bidang tugasnya. 

Pasal 86 

(1) Unit Asuhan Keperawatan mernpunyai iugas mengkoordinasikan kegiaran 

keperawatan, pembinaan, bimbingan dan pelaksariaan Asuhan 

Keperawatan, scrta penyusunan siandar keperawatan dan kcbutuhan 

tenaga keperawatan: 
(2) Unit Etika Profesi dan Logistik Keperawatan mempunyai tugas 

mengkoordinasikan bimbingan, pclaksanaan, pemantauan, pengawasan, 
penilaian, pengcmbangan dan pelaksanaan dan pengcndalian Erika 

Prolcsi Keperawatan sorta pcrencanaan dan penyirnpanan kcbut.uhan 

logistik keperawatan; 

Pasal 85 

(3) Masing-masing unit sebagaimana dirnaksud butir a dan b, dipimpin oleh 

seorang Kepala unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala seksi Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya. 

l 
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(l) Unit Penunjang Medis dan Non Med is mernpunyai tugas 
mengkoordinasikan kegiatan pelayanan medis di bagian penunjang rnedis 
dan non rnedis, pcnyusunan kebutuhan tenaga medis, penyusunan 
kebutuhan dan fasilitas pelayanan medis, pengendalian penggunaannya 
fasilitas pelayanan, pernantauan rnutu pelayanan, standar pelayanan, 
pengawasan penerimaan dan pernulangan pasien serta pelayanan 
rujukan. 

Pasal 90 

(1) Dalarn pelaksanaan program penunjang medis maka seksi Penunjang 
Medis dibantu oleh tenaga fungsional yang terdiri dari 
a. Unit Penunjang Medis Dan Non Medis 

b. Unit Peneli.tian Dan Pengernbangan: 

(2) Masing- masing unit sebagaimana dimakxud pada ayat ( I ) dipirnpin oleh 
seorang kepala unit dan bertanggungjawab kepada Kepala seksi 

Pelayanan Penunjang Medis sesuai dcngan bidang tugasnya. 

Pasal 89 

dan kebutuhan pelaksananan Pelayanan Penunjang Medls dan Non Medis 
serta melakukan Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan penyusunan clan 

pengembangan program. 

Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan scrnua kegiatan .. 

Pasal 88 

. 
Pengembangan Rumah sakit 

(2) Seksi Penunjang Medis dipirnpin oleh seorang Kepala seksi yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. 

(1) Seksi Penunjang Medis adalah unsur pelaksana teknis pclayanan 

Penunjang Medis dan Non Medis serta di bidang Penelitan dan 

Seksi Penunjang Medis 

Pasal 87 

• 
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(1) Jasa Pelayanan adalah merupakan imbalan kerja yang dapai berupa ; 
tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi yang diperoleh 
Pejabar pengelola RSUD Konawe selatan, dewan pengawas. sekretaris 

dewan pengawas, staf medis, staf keperawatan, dan pegawai lainnya 
dalam lingkup RSUD Konawe selaum yang diberikan sesuai dengan 
tingkat tanggungjawab, kinerja dan t.untutan profesionalisme yang 
diperlukan. 

(2) Penetapan jasa pelayanan pimpinan RSUD Konawe selatan 
mempertimbangkan faktor Iaktor yang berdasarkan ukuran dan jumlah 
aset yang dikelola, kemampuan pendapatan, kinerja operasional yang 
ditetapkan oleh kepala daerah atas usulan direktur 

(3) .Jasa Pelayanan Pejabat Keuangan clan Pejabat Teknis ditetapkan olch 
direktur RSUD Konawc selatan 

Jasa Pelayanan Dan Tunjangan 
Pasal 92 

program. 
(3) Masing- masing Unit sebagaimana <limaksud pada ayat [ 1 ) dan (2) 

dipimpin oleb seorang kepala Unit. clan bertanggungjawab kcpada Kcpala 
seksi sesuai dengan tugasnya masing-rnasing. 

Pendidikan dan Pelatihan dan Unit Perencanaan dan koordinator 

( 1) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana terse but pada ayar (1 l diatas, 
unit Penunjang Medis dan Non Medis dibantu oleh unit yang secara 
Iungsional melaksanakan tugas dan fungsi. tcknis yang terdiri dari 
koordinator Penunjang Medis dan Unit Periunjang Non Mcdis. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas, 
unit Pene!itian dan Pengembangan dibantu oleh unit yang secara 
fungsional rnelaksanakan tugas dan Iungsi teknis yang terdiri dari 

Pasal 91 

(2) Unit Penelitian dan Pengernbangan mernpunyai tugas mengkoordinir dan 

rneJaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai dan 

mengkoordinir pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh institusi lain 
di RSUD Konawe selaran scrta melaksanakan penyusunan program dan 
pengembangan Rwnah Sakit 
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(1) Pcrnbinaan pelaksanaan kegiatan RSUD Konawe sclatan secara teknis 
dilakukan oleh Bupati rnelalui Sekretaris Daerah 

(2) Dalarn Pernbinaan Pengelolaan Keuangan dilakukan oleh DPK.AD 
Kabupaten Konawe Selatan 

(3) Dalarn Pengawasan opcrasional kcgiaran RSUD Konawe selatan dilakukan 
oleh Satuan Pengawas Internal (SP!) yang ditetapkan oleh direktur 

(4) Secara keseluruhan kegiatan pelaksanaan meliputi pernbinaan dan 
pengawasan dilakukan juga oleh Dewan Pengawas 

Pembinaan Dan Pengawasan 

Pasal 95 

Dalam melaksanakan sistem pembagian jasa pclayanan dengan 
mencantumkan kompetensi yang akan dinilai berdasarkan : 

a. basic index (Pengalaman kerja dan rnasa kcrja) 

b. Position index (Jabat.an yang disandang) 
c. Competency index [Keterarnpilan dan ilrnu pengetahuan] 

d. Emergency index (Tingkat kegawatdaruratan ) 
e. Risk Index { Resiko) 
f. Performance index ( Hasil dan capa.ian program ) 

Pasal 94 

Jasa pelayanan sebagairnana dirnaksud pada pasal 93 ditet.apkan oleh Bupati 
berdasarkan usulan yang disarnpaikan oleh Direktur. 

Pasal 93 

(4) Bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Konawe selatan yang berstatus 

PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang undangan 
serta dapat diberikan tarnbahan penghasilan scsuai peraturan yang 
ditetapkan oleh Bupati atas usulan dircktur 

(5) Bagi pegawai RSUD Konawe selatan yang bertatus non PNS gaji pokok 

dan tunjangan diberikan sesuai dengan kemampuan rumah sakit dengan 
mengikuti peraturan pcrundarig undangan serta dapat diberikan 

tambahan penghasilan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Bupati atas 
usulan direktur 
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Semua peraturan Tata Kelola RSUD Konawe selatan yang ditetapkan sebelurn 
berlakunya Peraturan Internal Rurnah Sakit dinyatakan tctap bcrlaku 

sepanjang tidak bertentanga.n dengan Peraturan Internal Rurnah Sakit ini. 

Pasal 98 

Peraturan Pola Tata Ketola rurnah sakit. ini akan dievaluasi dan 
disempurnakan secara berkala sesuai dengan kcbutuhan. 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 97 

( l) Per ubahan pcraturan Tata Ketola dapat dilakukan oleh pcmilik sendiri 

dan atau atas usu! Direktur/Pengelola rumah Sakit. 
{2) Peraturan Tata Kelola dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan 

perkembangan keadaan. 

Ketentuan J,.-ain 

Pasal 96 

BAB XV 

• 
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Pasal 99 




